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WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (43 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PANTAI PADANG SEBAGAI LOKASI REKLAMASI

WALIKOTA PADANG,

bahwa dalam rangka pengembangan system kewaspadaan dini (earfy
warning system) pada kawasan pantai Padang yang rentan terhadap
bencana alam khususnya gelombang pasang, abrasi dan tsunami
diperiukan upaya untuk mitigasi dangan reklamasi pantai;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :40
/PRT/M/2007 tanggel 12 Desember 2007, tentang Pedoman
Perencanaan Teta Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, lokasi reklamasi

sebageimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Padang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan
Pantai Padang Sebagai Lokasi Reklamasi.

Undang-Undang Nomor € Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokck-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor
20324);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Inconesia
(Lembaran MNegara FEepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2481);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Peimbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomar 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesla Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4725);

Undang-Undang Nomaor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecll (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);

Undang-Undang 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat H Padang (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 4737);

Peraturan Pemerintalh Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomeor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor
5103);

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedaman Perencanaan Kawasan Perkotaan .

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2009 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

25. Peraturan daerah kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayzh Kota Padang Tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Pantai Padang mulai cari depan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Padang sampai dengan Kempus Bung Hatta (seluas + 1.000 Ha)
sebagai lokasi reklamasi .

KEDUA :  Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu akan dimanfaatkan
sebagai Antisipasi bencana tsunami, dengan peruntukan sebagai kawasan
komersial, pariwisata, olahraga-rekreasi, RTH dan tempat evakuasi.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tangoal 26  Sepgembear 2012
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri EI

2. Ketua DPR RI

3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua DPRD Kota Padang



